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Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan pengadilan
terhadap calon mempelai baik laki-laki atau perempuan atau keduanya yang
belum mencapai batas usia agar dapat melangsungkan perkawinan. Penelitian
ini dilatarbelakangi atas mudahnya perkara dispensasi kawin dikabulkan, serta
penggunaan kaidah fikih dalam pertimbangan yang digunakan hakim, yaitu
pada penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bjm, 59/Pdt.P/2024/PA.Bjb.,
139/Pdt.P/2024/PA.Amt., 224/Pdt.P/2024/PA Plh., dan 98/Pdt.P/2024/PA .Mtp.
4 (empat) diantaranya yang menjadikan perkara masuk dalam kategori “alasan
sangat mendesak” karena lamanya serta eratnya hubungan kedua calon
mempelai, tapi pada kenyataanya hanya antara 2-4 bulan. Kemudian kaidah
fikih yang kurang tepat yang disandingkan dengan suatu perkara, sehingga
Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pertimbangan yang digunakan
hakim serta ketepatan penggunaan kaidah fikih terhadap suatu perkara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian
hukum normatif yang menelaah bahan pustaka dengan meneliti dokumen
hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan
menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan hakim hingga sampai
kepada putusannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang sering
digunakan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin ialah usia
hubungan antara kedua calon mempelai, sehingga dikhawatirkan melakukan
hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, kemudian dalam
hukum Islam usia bukanlah merupakan syarat dari perkawinan. Adapun untuk
mendukung alasan-alasan tersebut hakim sering menggunakan kaidah fikih
sebagai dalil dalam pertimbangannya, terutama pada bagian maslahat dan
mudarat yang ditimbulkan dari dampak suatu putusan.

Analisis penulis menyatakan bahwa kaidah yang digunakan hakim
dalam pertimbangan beberapa putusan ini kurang tepat dengan fakta hukum
yang ada, karena mudaratnya berpotensi besar terjadi dengan usia wanitanya 17
(tujuh belas) tahunan seperti melahirkan yang membahayakan keselamatan ibu
dan anaknya. Kemaslahatan dari dikabulkannya yaitu meraih legalitas
perkawinan secara negara dan agama, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan
terhadap hal negatif. Kecuali pada perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA .Mtp,
memiliki kesesuaian serta selaras dengan fakta hukum yang ada, karena
hubungan yang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya disertai keadaan calon
suami istri yang sudah mumpuni dan matang untuk melakukan pernikahan,
sehingga mudarat yang ditakutkan kedepannya sedikit kemungkinan terjadi.



